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Abstrak
 

Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS

Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Kempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan

tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan

metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS setelah

RUPS Ketiga dalam Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010. Dalam kasus ini, Perseroan mengajukan

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima.

Namun Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut dengan didasarkan kepada pertimbangan

hukum bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat)

kali, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah

mengenai permohonan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk

menyelenggarakan RUPS Ketiga. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Perseroan tersebut tidak

memenuhi ketentuan dalam pasal 86 ayat (5) UUPT.

Tesis ini juga membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili

permohonan penetapan kuorum RUPS. Pasal 86 ayat (7) UUPT mengatur bahwa penetapan Ketua

Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam

kasus yang dibahas dalam tesis ini, permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh Perseroan

telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Perseroan kemudian mengajukan upaya

hukum kasasi dimana Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tersebut.

Oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut dan tidak memberikan

penetapan mengenai kuorum RUPS, maka sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) juncto penjelasan pasal

43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, atas penetapan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi yang diajukan

oleh Perseroan.

......This thesis addresses a case regarding a Limited Liability Company which have issued a notice to the

First GMS, Second GMS, Third GMS and Fourth GMS, but could not be held since the GMS did not

present the attendance quorum. This normative research conducted using the literature study completed with

case study to stipulation of quorum of GMS after the Third GMS, The Supreme Court Decision number:

1199/K/Pdt/2010. In this case, the Company filed a petition to the Chairman of Central Jakarta District

Court to determine a quorum attendance for the Fifth GMS. However, the Chairman of Central Jakarta

District Court decided to decline the petition which based on the legal consideration, stating that the

Company have issued a notice and held the GMS for 4 (four) times, whereas pursuant to Article 86
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paragraph (5) of the Law of Limited Liability Company (Company Law) a Company may file a petition to

the Chairman of District Court to determine the quorum attendance for the third GMS. Hence, that petition

filed by the Company does not fulfill the stipulation of Article 86 paragraph (5) of the Company Law.

This thesis also addresses the authority of the Supreme Court on investigating and adjudicating the petition

for GMS? quorum determination. The Article 86 paragraph (7) of the Company Law stipulates that the

determination of GMS quorum by the Chairman of District Court is final and binding. In this case, the

petition of determination of GMS quorum which have been filed by the Company has been declined by the

Chairman of Central Jakarta District Court. Furthermore, the Company then appealed for the same petition

where the Supreme Court performed an investigation and adjudicated the said appeal. Since the Chairman of

Central Jakarta District Court decided to decline the petition and did not determine the GMS quorum, in

accordance to Article 43 paragraph (1) of the Law of Supreme Court and its elucidation, such decision can

be filed for an appeal. Hence, the Supreme Court is authorized to investigate and adjudicate the said appeal

which filed by the Company.


